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Menimbang 

BUPATILUWU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU 

NOMOR: 4 � un 2 21 

T E N T A N G  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

B U P A T I L U  W  U, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu bersama Bupati Luwu telah menyempurnakan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1678/VII/Tahun 
2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dearah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020; 
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Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020. 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 )  sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun 
Anggaran 2020; 

Dengan Persetujuan Bersama ; 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LUWU 

clan 

BUPATILUWU 

MEMUTUSKAN 
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Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Luwu. 

2. Bupati adalah Bupati Luwu. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

B AB U  

LaporanKeuangan 

Pasal 2 

( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 
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e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

• 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/ perusahaan daerah. 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Anggaran 

Pasal 3 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat(l) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai 
berikut: 

a. Pendapatan 
b. Belanja 

Surplus 

c. Pembiayaan 
- Penerimaan 
- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp l.451.964.727.852,71 
Rp l.419.041.706.888,30 

Rp 38.465.636.306,51 
Rp 3.000.000.000,00 

--------"---- 

Rp 32.923.020.964,41 

35.465.636.306,51 

Pasal 4 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: 

(1 )  Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp494.124.135,29) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp l.452.458.851.988,00 
b. Realisasi Rp l.451.964.727.852,71 

Selisih Kurang Rp (494.124.135,29) 

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp70.400.371.059,70) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja setelah perubahan : Rp l.489.442.077.948,00 
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b. Realisasi 

Selisih Kurang 
: Rp 1.419.041.706.888.30 

Rp (70.400.371.059,70) 

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp69.906.246.924,41 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Defisit setelah perubahan Rp (36.983.225.960,00) 
b. Realisasi : Rp 32.923.020.964.41 

Selisih Lebih Rp 69.906.246.924,41 

1.517.589.653,49} (Rp 

39. 983.225. 960,00 
38.465.636.306.51 

Rp 
Rp 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rpl.517.589.653,49) dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Setelah Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih Lebih 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Setelah Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp 
Rp 

3.000.000.000,00 
3.000.000.000.00 

Rp 0,00 

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rpl.517.589.653,49) dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Setelah Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih Kurang 

Rp 
Rp 

36. 983.225. 960,00 
35.465.636.306,51 

Rp (1.517.589.653,49) 

Bagian Kedua 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Pasal 5 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  huruf b untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31  Desember tahun 2020 sebagai berikut: 
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a. Saldo Anggaran Lebih Awal 
b. Penggunaan SAL 
c. SILPA 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya 
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Bagian Ketiga 
Neraca 

Pasal 6 

• 
Rp 38.465.486.306,51 
Rp 38.465.486.306,51 
Rp 68.388.657.270,92 
Rp 0,00 
Rp 68.388.657.270,92 

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c per 3 1  Desember Tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 

b. Jumlah Kewajiban 

Jumlah Ekuitas Dana c. 

Bagian Keempat 
Laporan Operasional 

Pasal 7 

Rp 2.697.662.768.557,16 

Rp 19.702.916.933,06 

Rp 2.677.959.851.624,16 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31  Desember tahun 2020 sebagai berikut: 

a Pendapatan LO 

b Behan 

c Surplus dari Non Operasional - LO 

d Defisit dari Pos Luar Biasa - LO 

e Surplus - Laporan Operasional 
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Rp 1.469.042.664.292,42 

Rp 1.27 4.373.241.14 7 ,23 

Rp 556.641.392,00 

(Rp 7.522.248.111,00) 

Rp 187.703.816.426,19 



• 
Bagian Kelima 

Laporan Arus Kas 

Pasal 8 

• 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 )  huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31  Desember tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020 Rp 38.856.157.761,51 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 318.507.021.654,41 

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 285.584.000.690,00) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan (Rp 2.999.850.000,00) 

e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Rp 8. 724.620,00 

f. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp 98.254.066,00 

g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020 Rp 68.886.307.411,92 

Bagian Keenam 
Laporan Perubahan Ekuitas 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 )  huruf f untuk tahun yang berakhir 
sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal Rp 2 .4 7 4.043. 787.495,29 

b. Surplus / Defisit LO Rp 187. 703.816.426, 19 

c. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 16.212.247.702,62 

d. Ekuitas Akhir Rp 2.677.959.851.624,10 
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Bagian Ketujuh 

Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pasal 10 

• 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat 
informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

BAB Ill 

Lampiran-Lampiran 

Pasal 1 1  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 
2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I 

- Lampiran 1 . 1  

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

Laporan Realisasi Anggaran 

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

laporan operasional; 

LPE; 

Neraca; 

Laporan arus kas; 

Catatan atas laporan keuangan; 
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h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

0. LampiranXV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

t. LampiranXX 

Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih; 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar rekapitulasi aset tetap; 

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 

Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

Daftar dana cadangan daerah; 

Daftar kewajiban jangka pendek; 

Daftar kewajiban jangka panjang; 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 12 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari : 

a. Laporan ikhtisar tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini. 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX 

peraturan daerah ini. 

Pasal 13 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

1 1  



• • 
Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah. 

ditetapkan di Belopa 
pada tanggal '.) Ao.rtt.,c. 2 21 

diundangkan di Belopa 
pada tanggal 9 At,�ctti.c 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2 21 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN::.Rk.'"4.:;68.21 
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